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	Pasal 14 huruf b Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang prapenuntutan
yaitu mengadakan prapenuntuan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan
ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Hukum acara pidana harusnya
mengacu kepada salah satu asas umum  hukum acara pidana yaitu asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, namun setelah
dilakukan penelitian belum maksimal mengacu kepada asas tersebut.
	Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan tentang prapenuntutan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Aceh sudah sesuai dari
asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dan hambatan dalam pelaksanaan prapenuntutan di Kejaksaan Tinggi Aceh.
	Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara
mempelajari buku-buku, dan pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan dan penelitian lapangan dengan cara
mewawancarai Jaksa Penuntut Umum sebagai Responden dan Staf bagian Pidana Umum sebagai Informan.
	Berdasarkan penelitian maka diketahui pelaksanaan prapenuntutan di Kejaksaan Tinggi Aceh tersebut tidak lagi menjunjung tinggi
asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang dianut KUHAP, dikarenakan mengalami beberapa kali bolak-balik berkas
dan terhadap beberapa kasus ditutup perkaranya setelah mengalami prapenuntutan. Hambatan-hambatan dalam prapenuntuan  ini
dikarenakan penyidik tidak mampu memenuhi petunjuk jaksa Penuntut Umum sesuai petunjuk yang telah diberikan olehnya dan
dari pihak penyidik mendapat hambatan dikarenakan petunjuk yang diberikan Jaksa Penuntut Umum sulit dipahami, hal ini
dikarenakan kurangnya koordinasi yang baik antara Kepolisian dan Kejaksaan. 
	Disarankan agar terlaksananya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, KUHAP mengatur hanya 1(satu) kali kesempatan
untuk melakukan perbaikan berkas, adanya perhitungan ulang tentang jangka waktu pelaksanaan melalui perubahan SOP
penanganan tindak pidana umum. Disarankan adanya koordinasi yang baik antara penyidik dengan penuntut umum, perlu adanya
peningkatan SDM dan penempatan tugas sesuai kualifikasinya, membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif antara
penyidik kepolisian dan penuntut umum kejaksaan.
